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A. Latar Belakang Masalah

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obatsitvadl, dan
kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahamasek produk biologi
yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelgigtem fisiologi atau
keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnopencegahan,
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan datrakepsi, untuk
manusia. Obat tradisional merupakan produk yangadildari bahan alam
yang jenis dan sifat kandungannya sangat beraggimgga untuk menjamin
mutu obat tradisional diperlukan cara pembuatamgybaik dengan lebih
memperhatikan proses produksi dan penanganan tbakan Obat tradisional
adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa hahbaoflan, bahan hewan,
bahan mineral, sediaan sarian atau ganerik atapuram dari bahan tersebut,
yang secara turun menurun telah digunakan untoggimtan berdasarkan
pengalaman.Obat-obatan tradisional lebih ke arah ramuan tteorurun dari
nenek moyang semenjak dahulu kala. Cara pembudt@ntadisional yang
baik meliputi seluruh aspek yang menyangkut penssuabat tradisional,
yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang giliken senantiasa

memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukamasedengan tujuan

! Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan



penggunaannya. Mutu produk tergantung dari bahaal, gwoses produksi
dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan dan pkasgang menangafi.

Di sekeliling kita masih banyak yang mengedarkanat-atat
tradisional yang tidak menggunakan izin dari BPOtsluadari Kemeneterian
Kehesatan bahwa tidak membolehkan mengedarkanobb#n ditataran
konsumen secara bebas, hal ini sangat membahayaik@sumen yang
menggunakan dan tidak mengetahuinya. Obat tradiki@ng tidak memiliki
izin ini sering tidak layak yang telah ditetapkdeloBPOM atau Kementerian
Kesehatan.

Cara penanganan atau penindakan terhadap sesg¢&eantelakukan
peredaran obat tradisional tanpa izin dari BPOM/Ketarian Kesehatan, jika
kita melihat dari sudut pandang Islam adalah demtjakukanta’zir, dalam
artian hukuman tersebut belum ditentukan oleh $ykma ada batas minimal
dan ada batas maksimal, dan hukuman tersebutwktembleh ulil amri. Jika
kita lihat dalam KUHP ini termasuk dalam tindak gmd, jadi pelakunya bisa
dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi tindak pidgaatebih ke arah
pelanggaran. Penegakan hukum dapat dirasakan yadgdarkan pendapat
umum adalah setimpal dengan kesalahan apa yarydiékukannya. Kata
setimpal dengan kesalahannya merupakan suatu naglagg@aratur penegak
hukum baik pada perumusan pembentukan hukum itwirsemaupun
penegakannya atau penerapannya. Setimpal dengaralali@snya

mengandung makna selain keadilan, juga mengandusighankebenaran.
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Kebenaran akan dapat diamalkan aparat penegak hd&ngan pemahaman
yang seksama tentang persepsi-persepsi hukum, daaik hukum pidana
maupun berasalkan dari yurisprudensi-yurisprudénsi.

Hukum sebagai suatu aturan yang diderivasi (dikaohdari norma-
norma yang berkembang di masyarakat. Pada dasauiyan merupakan
seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telalgodiasikan antara
anggota komunitas. Sebagaimana hadirnya, hukum kdim&an untuk
mengatur hubungan-hubungan manusia. Oleh karenaiftd hukum tidak
konstan, tidak tetap, dan tidagkven Aturan hukum tertentu bisa jadi cocok
dengan masyarakat tertentu, tapi tidak relevan alengasyarakat lainnya.
Artinya hukum bukanlah sesuatu yang bebas ruangwdkiu. Karena itu
relativitas menjadi suatu keniscayaan dalam mermanddan memaknai
hukum?

Hukum merupakan alat pengatur tata tertib dan sgbagbungan
masyarakat, hukum sebagai norma kehidufb@vensvoorshriften)Manusia
adalah masyarakat, hukum menunjukkan mana yang deik mana yang
buruk, dan hukum memberi petunjuk apa yang hanosrbuat dan apa yang
tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berj@eib dan teratur.
Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum itu mergpusifat dan watak
yang mengatur tingkah laku manusia serta memputiyiamemerintah dan

melarang. Begitu pula dengan hukum dapat memaksa fagkum dapat

* Op. Cit him. 162
* Hasanuddin AFPengantar llmu Hukumjakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2004,
him. 1



berjalan atau ditaati oleh semua anggota masyardk&um mempunyai ciri
memerintah atau melarang, mempunyai daya paksagdalga menikat fisik
maupun psikologis. Karena mempunyai ciri dan sitata mengikat tersebut,
maka hukum dapat memberi keadilan inilah yang dapaxtentukan siapa
yang bersalah dan siapa yang benéelakuan atau perbuatan yang diancam
dengan pidana menurut sistem KUHP (Kitab Undangddgd Hukum
Pidana), yang membagi perbuatan menjadi kejahatarpdlanggaran, dalam
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapatmh buku Il dan
buku Ill. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum &) sendiri tidak
disebutkan rumusan yang bagaimana itu kejahatan ydag bagaimana
pelanggaran.

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turunuardilakukan oleh
manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusiakuk#an perbuatan jahat,
baik terhadap diri sendiri maupun terhadap oraig TEingkah laku jahat itu
bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maugria, dapat pula pada
usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia. Kejahatiamémpunyai ancaman
dapat dikenai berupa hukuman denda, hukuman peijakaman mati, dan
kadangkala hukumannya masih ditambah dengan hukperwyitaan barang-
barang tertentu, serta pengumuman hakim.

Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum lsadadi bahwa

dapat dipidana karena undang-undang menyebutkagaetelik, jadi karena

® SoerosoPengantar llmu HukunBandung:Sinar Grafika1992, him 54



undang-undang mengancamnnya dengan pitlaPelangaran ini ancama
hukumannya berupa denda atau hukuman kurungan.

Secara garis besar, hukum Islam adalah hukum-hukamg berasal
dari syara’ yang menyangkut masalah-masalah tigd&na dan beberapa
aspek hukumannya. Dengan perkataan lain, masalahlamayang dibahas
dalamfikih jinayah dan hukum pidana pada umumnya adalah tindak pidana
dan hukumannya. Pengertigarimah (tindak pidana) adalah perbuatan-
perbuatan yang diancam dengan hukuman yang beagdanta’zir, hukum
pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh Musthafiulh dan Ruben
Ahmad adalah hukum mengenai delik yang diancam afenigukuman
pidana’ Atau dengan perkataan lain hukum pidana itu adakrangkaian
peraturan yang mengatur masalah tindak pidana diumnfennya. Pengertian
ini mirip dengan pengertian fikih jinayah. Dalam mgatur masalah pidana
Islam ini, Islam menempuh dengan dua cara yaitueta@kan hukuman
berdasarkan nash, dan menyerahkan kepada penguasa.

Dengan cara yang pertama, Islam tidak memberikaserkpatan
kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang mganyg dari
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan olehuala® dan as-Sunnah.
Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasdgna kelompok yang

pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak beriiaaena perubahan

6 Siti SoetamiPengantar Tata Hukum di IndonesBandung: PT Refika Aditama, 2005,
him. 64-65
7 Op. Cit him. 66



ruang dan waktu. Pada bagian pertama yang membedakara hukum
pidana menurut syariat Islam dengan hukum pidang parlaku saat ini.

Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempgag luas
kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tipidaka dan
hukumannya. Nash-nash hanya memberikan ketenteamasemum, bahwa
setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadapitdhdkelompok maupun
masyarakat, merupakan tindak pidana yang harusalie hukumap.

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok inihgbara ahli
hukum Islam dinamakan jarimaka’zir, dan hukumannya pun disebut
hukumanta’zir. Fikih Islam merupakan kumpulan hukum yang digddih
para mujtahid dari dalil-dalil syara’ yang terpefinSumber-sumber hukum
yang digunakan dalam menentukan suatu hukum daam dslam yaitu
sumber hukum yang bersifat nagly yang dapat dihgkamnya, yaitu al-
Quran, as-Sunnah, al-ljma’, mazhab (pendapat-geat)laulama/sahabat,
Syari'at umat terdahulu, ‘urf/adat. Sedangkan sumingkum Islam yang
diijtihadi/ra’yi seperti giyas, istihsan, istishabdan sadduzzari'ah.
Kebanyakan hukum yang diberitahukan oleh al-Qun'gmpunyai sifakully
(pokok-pokok yang berdaya cukup jelas) tidak rirfdisebutkan setiap
peristiwa, objektif) seperti yang dari penelitidgferkatan dan perbuatan Nabi

berposisi sebagai petunjuk dari tasytiHukumanta’'zir ini dapat diberikan

8 Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Is)é@inar Grafika, 2004,
him. 2-6

9 Sulaiman AbdullahnSumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasi8inar
Grafika, 1995, him. 1
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kepada pelaku yang melanggar peraturan yang adandabsyarakat, seperti
kasus pengedaran obat tradisional yang tidak berizi

Pasal-pasal yang dikenakan adalah pasal 30 AyaK(HP yang
dapat diganti dengan hukuman kurungan yang lamgangg telah ditentukan
dalam pasal 30 Ayat (3) KUHP yaitu sekurang-kurgmagisatu hari dan
lamanya enam bulan. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yamggatakan bahwa
terdakwa harus pula dikenai biaya perkara. Mengitegdakwa telah terbukti
melanggar Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentasgtaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis méeasaik untuk
melakukan penelusuran terhadap putusan No. 162/ B72011/PN. Smg.
Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuengetahui sudut pandang
hukum pidana Islam terhadap proses penetapan putisbut. Penelitian ini
sendiri akan diberi judul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 162/Pid.
B/2011/PN. Smg TENTNG SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK

BERIZIN”"

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalamlip@meni akan
diajukan rumusan masalah sebagai berikut ini:
1. Apa sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeriaideg No.

162/Pid. B/2011/PN. Smg tentang sediaan farmagj yidak berizin?



2. Bagaimana pandangan hukuman pidana Islam terhadatpsam
Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/BMg tentang

sediaan farmasi yang tidak berizin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui sanksi pada putusan PengadilaerN8gmarang No.

162/ Pid. B/2011/PN. Smg tentang sediaan farmamsg yidak berizin.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadaysantPengadilan
Negeri Semarang No. 162/ Pid. B/2011/PN. Smg tensediaan farmasi

yang tidak berizin.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satiak bagi penulis untuk
mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan secara (tg@mg telah penulis
dapatkan selama belajar di institusi tempat perdigjar.

2. Penelitian ini dimaksudkan agar mengetahaui sejawma proses
pemidanaan yang dikenakan kepada terdakwa dalans kesedaran obat
tradisional yang tidak berizin sehingga dapat memalyakan si pengguna

obat tersebut.

D. Kajian Pustaka



Pada kajian pustaka ini, penulis mendapatkan bpaepenelitian
terdahulu. Pertama dari Ilda Rahmadewi dari Unitessindonesia yang
berjudul Pengobatan Patah Tuluang Guru Sing@eneliti itu menyatakan
bahwa sistem medis dapat dibagi dalam dua golongaity sistem medis
ilmiah yang merupakan hasil perkembangan ilmu pehtgen (terutama
dalam dunia barat) dan sistem medis tradisionaly yaidup karena aneka
ragam kebudayaan-kebudayaan manusia. Pengobatanerrmoddalah
pengobatan yang dilakukan secara ilmiah. Sedangekgobatan tradisional
yaitu merupakan suatu sistem pengobatan yang (fEngm:) pada
pengalaman dan keterampilan secara turun tenfarun.

Yang kedualindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa |zi
Edar Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tenteesehatan (Studi
Putusan No0.1902/Pid. B/2004/PN. Medagng ditulis oleh Leo Bastanta
Barus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara avie@010® Dia
menjelaskan mengenai maraknya beredar obat tanipa edar dalam
masyarakat sangat memperihatikan kita sebagai aggasyarakat. Hal ini
menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukasih sangat rendah
sehingga cendrung melakukan tindak pidana termasigedarkan sediaan
farmasi tanpa izin edar.

Yang membedakan antara skripsi yang berjudehgobatan Patah
Tulang Guru SingalanTindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa

Izin Edar Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009tdeg Kesehatan

' www.obattradisional.com dan Kumpulan Skripsi Kesahadiambil tgl 4 Mei 2012
12 \www.contohskripsifarmasi.com diambil tgl 15 Sepbem2011
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(Studi Putusan No0.1902/Pid. B/2004/PN. Meddephgan skripsi yang saya
tulis adalah yang dua adalah tentang tinjauan aeltakum positif, namun

yang saya buat adalah mengambil dari sudut pang&ng.

E. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakamelitian
dokumentasi atau kepustakaatibrary researcl). Disebut sebagai
penelitian literer atau kepustakaan karena sumdiar dalam penelitian ini
merupakan sumber data literer atau kepustakaamj yekupa dokumen
Putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg. Karena obyekReltian ini
merupakan produk hukum, maka pendekatan yang diganaalam
penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Yangnaksud dengan
pendekatan doktrinal adalah penelitian yang digasatpada hukum-
hukum tertulis yang telah dihasilkdhMenurut Bellefroid, sebagaimana
dikutip oleh Bambang S, apa yang dimaksud dengaktridodalam
pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yangraoliple melalui proses

induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku

2. Sumber Data

13 Bambang Sunggondetodologi Penelitian Hukundakarta: Raja Grafindo Persada,
1998, him. 87.
“1pid, him 91
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a. Data primer merupakan data pokok yang digunakaandgenelitian
ini dan memiliki otoritas. Yang salah satunya adadeoduk hukum itu
sendiri yaitu undang-undang.Bahan primer yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Putusan No. 162/Pid. B/20M1/Bmg. Tentang
sediaan farmasi yang tidak berizin.

b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data untuk mendukung daterpdan
dapat diambil dari bahan prim&rData sekunder dalam penelitian ini
adalah seluruh bahan hukum yang bersumber padabukw Seperti
buku yang berjudul al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamirka Abdul qodir

Audah, Figih Sunnah 3 karya Muhammad Sayyid Sabiq.

3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkaa obyek
arsip, oleh sebab itu dalam proses pengumpulan Hateya akan
digunakan satu teknik pengumpulan data, yakni kekiokumentasi.
Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan dataga sumber data
tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber dataulisrtdapat dibedakan
menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataugrkumen pribadi

dan juga fotd! Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi

!5 bid. him. 141-146.
'®bid. him. 146-147.
7 SudartoMetodologi Penelitian Filsafatlakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, him. 71
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dokumentasi Putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smggalsumber bahan
primer, serta dokumentasi teori-teori tentang hukitana Islam.
Analisis Data

Dalam pengambilan analisis ini data merupakan syatses
penelaahan data secara mendalam. Pada proses bdagardata
menggunakan gambaran deskriptif atau gambaran yealag untuk
memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, madelitian ini
menggunakan metode analisis deskriptif kualitaftng dimaksud
dengan metode analisis deskriptif adalah suatuisssiglenelitian yang
dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situaserter yang bersifat
faktual secara sistematis dan akdfatDan teknik penalaran yang
digunakan adalah deduktif-induktif. Yang dimaksudnglan deduktif
adalah menggambarkan dari hal-hal yang umum kédlayang bersifat
khusus. Kemudian yang dimaksud dengan induktif eddahelakukan
analisa yang bersifat khusus dan kemudian melakuj@neralisasi
(umum) sehingga didapatkan sebuah gambaran dangk@sin yang jelas.
Mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap Ruotudo. 162/Pid.
B/2011/PN. Smg. Menurut pendapat penulis pada potbekuman terlalu
ringan yaitu pelaku atau tersangka dijatuhi hukunpasiana penjara
selama satu bulan, lebih ringan daripada tuntusdsal Penuntut Umum.

Jika dikaitkan dengan hukumata’'zir maka hukumannya sama saja

41

18 SudarwarDanim,Menjadi Peneliti Kualitatif Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, him.
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hukuman bersifat mendidik tersangka agar tidak mlkamgi lagi atas

perbuatannya.

Pendekatan yang dipakai adalan pendekatan doktrpeaidekatan
doktrinal adalah penelitian yang dipusatkan padeuimihukum tertulis
yang telah dihasilkan. apa yang dimaksud dengantridoldalam
pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yangroliple melalui proses

induksi dari norma-norma hukum positif yang berl&ku

F. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini akan terbagi dalam tiga bagyakni bagian awal,
bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal benshalaman judul, halaman
persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halan@to, halaman
persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar is

Halaman isi terdiri atas lima bab. Bab pertag@kni pendahuluan yang
isinya meliputi latar belakang masalah, rumusanatafs tujuan dan manfaat
penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dstermatika penulisan.

Bab keduapada bagian berisi tentang tinjauan umum tentadgnp
positif yang berisi mengenai pengertian tindak p&apembagian hukum
positif, pertanggungjawaban tindak pidana. Paddabagang kedua berisi
tentang tinjauan umum tentang jarimah yang mencaargertian jarimabh,
dasar-dasar dan unsur-unsur jarimah, dan macamamacanah. Pada bagian

yang ketiga berisi tentang tinjauan pemidanaarat&p farmasi.

¥ Bambang Sunggon@p. Cit him. 91
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Bab ketiga Putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg yang isinyapuone
Profil Pengadilan Negeri Semarang dan Putusan 88/Pid. B/2008/PN.
Smg.

Bab keempat Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan
Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg Tentaadiaan Farmasi
Yang Tidak Berizin. Bab ini terdiri atas dua sultbbgkni Analisis tindak
pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri semafdog 162/Pid.
B/2011/PN. Smg, dan Analisis ketentuan hukum pidésiam terhadap
putusan Pengadilan Negeri semarang No. 162/Pidd1B/PN. Smg. Tentang
Sediaan Farmasi Yang Tidak Berizin.

Bab kelima merupakan bab penutup, penulis mengemukakan
kesimpulan umum dari skripsi ini secara keselurulidal ini dimaksudkan
sebagai penegasan jawaban atas pokok masalahetahglikemukakan dan
saran-saran yang kemudian diakhiri dengan katatppnu

Sedangkan bagian penutup isinya meliputi daftataias lampiran-

lampiran, dan biografi penulis.



